BABV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis terkait dasar penafsiran
hakim terkait itikad baik daam pembatalan merek dagang terdaftar.
Bahwasanya pemaknaan itikad baik sendiri memang tidak secara langsung
dijelaskan pada Undang-Undang Merek, daripada itu untuk penerapannya
pun di Direktorat Merek hanya terdapat pada pendaftaran dan berkutat
pada tahapan pemeriksaan subtantif, sedangkan penerapan itikad baik di
Pengadilan ditafsirkan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang dan
mengacu pada Undang-Undang Merek dan serta merta dikgi kembali
syarat waktu awal pendaftaran mereknya apakah beritikad baik atau tidak.
Sedangkan dalam kasus yang diteliti yakni putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-
HK1/2016 tentang sengeketa merek Casanova yang mana dalam penafsiran
hakim adalah merek yang ada didaftarkan dengan tidak adanya itikad baik
harus dibatalkan demikian pula merek tergugat yang mana terindikasi
tidak beritikad balk dan membonceng ketenaran dari merek penggugat.
Hakim menyatakan merek tergugat adalah didaftarkan dengan tidak
beritikad baik dan berniat curang. Karena merek J.Casanova terbukti
merek terkenal dan memiliki syarat yang memumpuni untuk melakukan
gugatan meski pada tahanap pengadilan Niaga kaah, akan tetapi pada

tahapan kasas Mahkamah Agung memenangkannya dan menyatakan
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judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang merek

terkena nnya.

SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan hal-ha yang telah diteliti, penulis

mengaj ukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat dikemudian hari

1. Setiap pendaftar merek harusnya sadar untuk melakukan perbuatan
yang berkaitan dengan suatu merek dan tentu harus beritikad baik
ketika mendaftarkan suatu merek.

2. Untuk mengambil langkah preventif, Direktorat Merek harus
memperketat pemeriksaan subtantif sehingga tidak adanya merek
yang menjadi sengeketa dikarenakan tidak beritikad baik.

3. Regulasi dan kebijkan mengenai Institusi yang lebih tinggi untuk
mememeriksa secara seksama dan melakukan pengawasan ekstra

untuk berkaitan dengan pendaftaran merek.
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